
 

 

1 

 

  

 

 

WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 

NOMOR 28 TAHUN 2019  

 

 
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH 

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang  : a. bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur 

penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, 
sehingga pengelolaannnya harus dilakukan secara optimal, 

transparan, terbukti, efektif dan efisien serta dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah sesuai 
ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjar 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

menyatakan, Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang 
milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota  

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik 
Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjar; 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 

2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4246); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3573);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar 
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13); 

11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Banjar Nomor 15); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH 
DAERAH KOTA BANJAR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Banjar. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekeretaris Daerah Kota Banjar 
selaku pengelola barang milik daerah. 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 
pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjar. 
8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar. 

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD 

adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu. 

10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar selaku pengguna 

barang. 

11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada perangkat daerah di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar selaku kuasa 
pengguna barang.     

12. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat 
Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik 
Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 
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13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada 
Pengguna Barang. 

14. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum 

yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, 
dan menatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna 

Barang. 

15. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah 

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang 
sah. 

16. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

atau perolehan lainnya yang sah. 

17. Sensus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

Sensus BMD adalah pelaksanaan pencatatan semua barang 
milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah Kota Banjar untuk 
mendapatkan data barang dan pembuatan buku inventaris 

barang yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

18. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah 

kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara 
tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, 

volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan data lain 
mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk 
inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama 

barang itu belum dihapuskan. 

19. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR 

adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang 
ada dalam ruangan. 

20. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah 
himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh 
dari catatan KIB sebagai hasil sensus di masing-masing 

Perangkat Daerah/UPTD. 

21. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disebut BII adalah 

rekapitulasi barang inventaris menurut golongan, kode bidang 
barang, nama bidang barang, jumlah dan harga/nilai. 

22. Kodefikasi barang adalah pemberian label pengkodean barang 
pada setiap barang inventaris yang menyatakan kode lokasi 
dan kode barang. 

23. Pihak lain adalah pihak-pihak selain kementerian/lembaga 
dan Pemerintah Daerah. 

24. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah 
yang selanjutnya disebut SIMDA BMD adalah program aplikasi 

komputer yang dapat digunakan sebagai pengolah data 
pengelolaan BMD. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Maksud pelaksanaan sensus BMD adalah mendapatkan data barang 
yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.  

 

Pasal 3 

Tujuan pelaksanaan sensus BMD adalah : 

a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD; 

b. memperoleh data BMD yang benar, akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

c. memperoleh data barang secara lengkap, baik mengenai asal-usul, 

spesifikasi, jumlah, kondisi, tahun perolehan maupun harga/nilai 
dari setiap BMD; 

d. mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna serta 
memberikan jaminan pengamanan dan penghematan terhadap 
penggunaan BMD; dan  

e. mendukung perencanaan kebutuhan BMD.  

 

BAB III 

PETUNJUK TEKNIS SENSUS BMD 

 

Pasal 4 

(1) Petunjuk teknis sensus BMD merupakan pedoman dalam 

pelaksanaan sensus BMD Pemerintah Daerah Kota Banjar. 

(2) Petunjuk teknis sensus meliputi : 

a. pendahuluan; 

b. sasaran sensus BMD; 

c. penyelenggara dan mekanisme pelaksanaan sensus BMD; 

d. kodefikasi BMD yang terdiri dari kode kepemilikan, kode lokasi, 
nomor kode barang, nomor register, kodefikasi lain-lain, dan 

pemasangan kodefikasi barang; dan 

e. penutup. 

(3) Uraian petujuk teknis sensus BMD sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Banjar. 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 31 Juli 2019  

WALI KOTA BANJAR, 

 

ttd 

ADE UU SUKAESIH 

 

 

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 1 Agustus 2019  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

ttd 

ADE SETIANA 

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 28 

 

 

 

 


